ANALISIS FAKTOR RESISTENSI
MASYARAKAT DALAM
PENGGUNAAN APLIKASI
(ERATERANG) UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU DI KEPANITERAAN
PFNGADTI AN NEGERI

e GUNUNGSITOLI

Word cou by Hura Meniati

Character count: 66356



22

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RESISTENSI MASYARAKAT
DALAM PENGGUNAAN APLIKASI (ERATERANG) UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI

SKRIPSI

UNIVERSITAS
NIAS

Oleh:

MENIATI HURA
NPM. 2319340

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023




23

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas pertolongannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal
penelitian ini dengan baik. Begitu juga pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan
terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si sebagai Pj. Rektor Universitas Nias

2. lbu Maria Magdalena Batee, SE.,M.M sebagai Plt. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Nias

3. Bapak Yupiter Mendrofa, S.E.,M.M. sebagai Plt. Ketua Prodi Fakultas Ekonomi
Universitas Nias

4. Bapak Eliagus Telaumbanua, S.E., M.M sebagai Dosen Pembimbing yang telah
bersedia memberikan masukan untuk perbaikan proposal penelitian ini.

5. Seluruh Bapak/lbu Dosen Universitas Nias untuk seluruh ilmu yang telah
diberikan kepada peneliti

6. Bapak Wijawiyata, S.H, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan seluruh
bapak/ibu hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah
mendukung dalam penyusunan proposal penelitian ini

7. Keluarga dan teman-teman semua yang telah memberikan dukungan dan
semangat kepada peneliti dalam menyusun proposal penelitian ini.

Penulis ucapkan terimakasih atas semua dukungan dan doanya, peneliti
menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan
kekurangan. Karena itu peneliti berharap adanya kritik dan saran yang dapat
menyempurnakan proposal penelitian ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat

bermanfaat bagi para pembaca.

Gunungsitoli, Juni 2023

Peneliti,

MENIATI HURA

NPM. 2319340




24

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI. ii
DAFTAR GAMBAR. iv
DAFTAR TABEL. v
BAB|  PENDAHULUAN....cciciiecaassrasenses sas s sses sas s sees sas snssenssas an st ssssenssss snssenss 1
1.1  Latar Belakang 1
1.2 Fokus Penelitian 3
1.3  Rumusan Masalah 3
1.4  Tujuan Penelitian 4
1.5  Manfaat Penelitian 4
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ... sis s s ms e s snes smn s nas sean sms amn s snna s 5
2.1 Pengertian ResSiSteNSi ..o cee et 5
2.2 Indikator Faktor-Faktor Resistensi 6
2.3 Pengertian Aplikasi Eraterang 8
2.4 Pelayanan Publik 9
2.4.1 Kualitas Pelayanan 11
2.4.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12
2.5 Pengertian Lembaga Peradilan 14
2.5.1 Peran Lembaga Peradilan 15
2.5.2 Tugas dan Wewenang Lembaga Peradilan......cccccocc... 16
2.6 Penelitian Terdahulu 18

2.7 Kerangka Berpikir 19




BAB lll METODE PENELITIAN.....ccovisianini i s san s ss s s nn sen sanans

3.1 Jenis PenelitiaN.....oeeee e e

3.2 Variabel Penelitian.....ccvceevecveeeereeee e

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.4 Sumber Data.... et e ae

3.5 Teknik Penentuan Informan

3.6 Instrumen Penelitian

3.7 Teknik Pengumpulan Data.....cocoeoeevceierereeeeeene

3.8 Teknik Analisa Data......ccececeee e

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.......cccccisiaissssain sanans s sasansssananssssanaasnes

4.1 Deskripsi Temuan Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian .........ccccceeee
4.1.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gunungsitoli ..........

4.1.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan

Negeri Gunungsitoli

4.1.1.3 Data Pegawai Negeri Pengadilan Negeri

Gunungsitoli

4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri

Gunungsitoli

4.2 Pembahasan

4.2.1 Observasi

4.2.2 Wawancara

BABV KESIMPULAN DAN SARAN.....cccisttmnisisiaantaie i s sissasns s s sas snsaneains

5.1 Kesimpulan

25

21

21

21

23

23

24

24

25

25

27

27

27

27

32

34

35

39

39

40

51

51




DAFTAR PUSTAKA




Gambar 2.1

Gambar 4.1

Gambar 4.2

Gambar 4.3

Gambar 4.4

Gambar 4.5

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Berpikir

27

Halaman

20

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Aplikasi Eraterang

...................... 34

2

Pendaftaran Akun Aplikasi Eraterang

a4

Data Diri pada Aplikasi Eraterang

45

Kelengkapan Berkas pada Aplikasi Eraterang

46




DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu

Data Pegawai Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli

28




1.1

29

BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam proses mencapai perubahan organisasi, organisasi menghadapi
berbagai kendala yang tidak dapat dihindari. Salah satu hambatan
tersebut disebut Resistance, yaitu menunjukkan sikap perilaku defensif,
berusaha melawan, melawan atau berusaha melawan. Secara umum sikap
tersebut tidak didasarkan pada pemahaman yang jelas dan tidak mengacu
pada hal tersebut. Menurut Tarsan (2015), perlawanan atau penolakan
adalah suatu sikap/tindakan menentang, menentang, menentang, atau
menolak, menghilangkan suatu tekanan/perintah/saran dari luar. Saat
bergabung dengan Wikipedia Perlawanan (Bahasa Inggris:

perlawanan), perlawanan (Belanda:

resistic) atau hambatan dimaksudkan untuk mewakili suatu sikap
defensif, berusaha melawan, melawan atau berusaha menentang secara
umum, yang tidak mempunyai dasar atau tidak mengandung pengertian
yang jelas. Istilah resistensi digunakan dalam ilmu manajemen, misalnya
dalam kaitannya dengan perubahan organisasi. Resistensi dianggap
sebagai faktor penghambat yang harus dihindari karena dapat terjadi pada
siapa saja, terutama individu, sehingga dapat menimbulkan perubahan
kolektif yang tidak kondusif bagi pembangunan. Memberikan pelayanan
kepada setiap warga negara Indonesia dan setiap warga negara yang
membutuhkan merupakan tugas aparatur negara Indonesia. Hal ini juga
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Pasal 1 UU RI Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwa pelayanan
publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pelayanan publik.

memenuhi  kebutuhan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan

informasi untuk menggali penerapan prinsip kecepatan, kemudahan dan
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keterjangkauan dalam pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri
Gunungsitoli.

Program dan rencana terus dirancang oleh pemerintah untuk mendukung
dan mendukung kegiatan pemerintah dan masyarakat, termasuk
penerapan era cahaya yang akan berdampak pada mendukung
pengelolaan arsip atas permintaan masyarakat. Aplikasi Eraterang atau
disebut juga sebagai Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru
dari Dirjen Badan Peradilan Umum dan berlaku di semua Pengadilan
Negeri/Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Aplikasi tersebut dapat
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mengajukan permohonan
vang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi dasar
hukum terbitnya aplikasi Eraterang yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016, Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar
Perkara dan SK DirjenBadilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019
tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pindu Plus
(PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan
Peradilan Umum.

Penggunaan aplikasi eraterang berdampak langsung kepada masyarakat
dan Pengandilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli
berharap dengan hadirnya aplikasi Eraterang dapat membantu seluruh
lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan
memberikan kemudahan serta efisiensi dalam pengajuan Permohonan
Surat Keterangan (Suket). Namun dalam penerapan penggunaan aplikasi
Eraterang masih memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh
masyarakat, hal ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti, masih banyak
masyarakat yang belum memahami cara pendaftaran berkas yang

dibutuhkan, jaringan internet yang belum memadai serta adanya
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keterlambatan surat menyurat akibat pembaharuan aplikasi Eraterang.
Beberapa hal di atas merupakan beberapa faktor yang menghambat
sistem pelayanan terpadu di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberi judul “Analisis Faktor
Resistensi Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi (Eraterang) Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Gunungsitoli”.

1.2 Fokus Penelitian
Orientasi penelitian ini bertujuan untuk memandu penelitian yang akan
dilakukan. Mengingat ruang lingkup Kepaniteraan Pengadilan Kota
Gunungsitoli cukup luas, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian
ini pada unsur penolakan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi
(Eraterang) untuk meningkatkan kualitas aplikasi kualitas pelayanan terpadu
di Kepaniteraan Pengadilan Kota Gunungsitoli. Pendaftaran Pengadilan

Negeri.

1.3 Rumusan Masalah
Dari nama topik penelitian yang disebutkan di atas, bagaimana peneliti
dapat merumuskan masalah penelitian ini, khususnya faktor resistensi

masyarakat yang ada di masyarakat?
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Resistensi

Topik resistensi atau perlawanan akan menjadi perhatian bagi para
ilmuan sosial. Pada tahun 1980-an, resistensi berkembang menjadi
kecenderungan untuk mempelajari kasus-kasus empiris yang mudah
diamati. Bagi ilmuwan sosial, perlawanan dianggap bersifat budaya, karena
muncul melalui ekspresi dan tindakan masyarakat sehari-hari. Analisis
fenomena resistensi sendiri melihat pada hal-hal yang ada dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari.

Menurut Santoso, dkk (2015:10), resistensi atau penolakan terhadap
perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam
nilai seseorang atau individu. Sedangkan menurut Tarsan (2015), Resistensi
atau penolakan adalah suatu sikap/tindakan melawan, menentang,
tekanan/perintah.saran dari luar. Ancaman tersebut bisa nayta atau hanya
sekedar persepsi seseorang atau individu saja. Dengan kata lain, ancaman
tersebut dapat disebabkan oleh pemahaman yang benar terhadap perubahan
yang terjadi atau sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap perubahan
yang terjadi.

Istilah resistensi tidak hanya digunakan dalam biologi, tetapi juga
dalam ilmu manajemen. Misalnya saja dalam kaitannya dengan perubahan
organisasi. Perlawanan dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan
perubahan dalam suatu organisasi karena sikap perlawanan atau sikap
perilaku defensif bertentangan dengan sikap kemauan berubah yang harus
dimiliki organisasi agar mengarah pada pengembangan organisasi.
Dijelaskan dalam buku Senjata yang Dikalahkan: Bentuk-Bentuk
Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani menurut Scott J (2000), perlawanan
yang ada di lingkung masyarakat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu

resistensi langsung dan tidak langsung.
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Resistensi Langsung

Peralawanan langsung di masyarakat dilakukan secara terbuka. Ada
beberapa faktor yang memicu resistensi secara langsung yaitu mulai
dari penindasan, ancaman, tekanan, dan paksaan dari berbagai
oknum seperti pemilik tanah, pemilik modal, pemerintah dan
maupun pihak lainnya.

Resistensi Tidak Langsung

Resistensi tidak langsung secara terbuka dan berhadapan langsung,
lain halnya dengan perlawanan tidak langsung yang mana
perlawanannya dilakukan secara sembuyi-sembunyi. Namun, dalam
banyak kasus hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan perlawan

tidak langsung dibandingkan dengan perlawanan langsung.

2.2 Indikator Faktor-Faktor Resistensi

Ada banyak faktor yang menimbulkan terjadinya resistensi di dalam

lingkungan masyarakat. Resistensi tidak hanya sekedar tindakan nyata yang

dilakukan masyarakat, namun juga merupakan bentuk sikap perlawanan

terhadap tindakan atau pendapat yang berlawanan. Menurut Peurawi (2018),

indikator faktor-faktor resistensi sebagai berikut:

d.

Ketidaksukaan Terhadap Perubahan

Faktor pertama yang memicu masyarakat melakukan resistensi karena
mereka tidak menyukai perubahan. Maka sulit menerima perubahan,
apalagi perubahan tersebut merupakan sesuatu yang sulit diterima
dalam lingkungan sosial. Terkadang, perubahan yang bertujuan untuk
membawa kehidupan lebih baik lagi juga sulit diterima oleh
masyarakat. Bila hal ini terjadi, perlu dilakukan sosialisasi secara

humanis agar masyarakat terbuka dan mau menerima perubahan.

. Kejutan dan Ketakutan yang Tidak Diketahui

Kejutan dan ketakutan yang tidak diketahui oleh masyarakat dapat
memicu terjadinya resistensi. Dalam hal ini, ketika terjadi perubahan

inovasi yang berbeda namun diumumkan tanpa adanya
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pemberitahuan, maka dapat mengakibatkan masyarakat menjadi takut
terhadap implementasi perubahan tersebut

c. Muncul Rasa Tidak Percaya
Dalam ruang lingkup masyarakat tentu dibutuhkan rasa percaya antara
satu sama lain. Kepercayaan melibatkan intens dan perilaku timbal
balik dari pihak-pihak yang terlibat. Munculnya rasa tidak percaya
dapat menyebabkan kegagalan dari suatu perubahan. Hal ini bisa
disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya menyimpan rahasia
yang tidak diketahui orang lain, hal ini yang dapat menimbulkan
ketidakpercayaan sesame masyarakat yang lebih luas lagi.

d. Kebiasaan
Pemicu terjadinya resistensi di kalangan masyarakat bisa disebabkan
oleh kebiasaan atau habit. Pada umumnya selain merasa terkejut,
masyarakat sulit memahaminya karena sudah terbiasa dan belum
beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

e. Persepsi Selektif
Masyarakat satu dan yang lainnya tidak selalu memiliki pandangan
yang sama pada suatu hal, ada golongan yang menerima suatu

perubahan dan golongan lain tidak menerima perubahan.

Pengertian Aplikasi Eraterang

Mahkamah Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
telah meluncurkan sebuah aplikasi berbasih online yang diharapkan dapat
memudahkan segala urusan administrasi masyarakat Indonesia dalam
melakukan melakukan surat keterangan pada Pengadilan Negeri pada
masing-masing wilayah di Indonesia. Aplikasi online tersebut selanjutnya
diberi nama Elektronik Surat Keterangan atau yang lebih dikenal dengan
nama Eraterang. Aplikasi Eraterang sendiri mulai aktif diberlakukan pada
tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
44/DIU/SK/HMO02 3/2/2019. Aplikasi Eraterang sendiri dapat diakses oleh

seluruh lapisan masyarakat dengan harapan seluruh kelengkapan berkas
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dalam mengajukan surat permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri dapat mempermudah masyarakat

Mahkamah Agung berharap agar aplikasi ini semakin dikenal oleh
masyarakat pengguna layanan peradilan sehingga memudahkan dan
memberi efisiensi kepada masyarakat agar tidak perlu repot dalam
pengurusan Surat Keterangan (Suket) yang disebutkan diatas. Aplikasi ini
akan terus diperkenalkan di lingkungan masing-masing peradilan umum
dalam hal ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Semua layanan peradilan
umum dapat mengajukan permohonan tersebut melalui aplikasi tersebut
dengan mengakses link atau dapat mengakses halaman aplikasi eraterang.
Seluruh permohonan surat keterangan online tersebut akan di proses di
Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian hukum, setelah pengguna layanan

melengkapi seluruh persyaratan yang di upload di aplikasi Eraterang.

Pelayanan Publik

Menurut Kotler (Laksana, 2018:85), pelayanan adalah setiap tindakan
atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang
pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan
apapun. Sedangkan menurut Moenir (Harsono 2019:25), pelayanan publik
adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode
tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik ini menjadi sangat penting karena senantiasa berhubungan
dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan.
Terdapat beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan bagi
masyarakat, undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik serta keputusan Menpan No. 63/KEP/MENPAN/7/2003 tentang

Kegiatan Pelayanan Publik atau Umum sebagai berikut:
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Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang dilakukan oleh
organisasi pemerintah atau swasta yang berupa pencatatan,
pengambilan keputusan, penelitian, dokumentasi dan kegiatan tata
usaha lainnya yang secara keseluruhan yang dilakukan oleh
organisasi disebut pelayanan administrasi.

Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang dilakukan oleh organisasi
berupa kegiatan penyediaan barang atau pengolahan bahan
berbentuk fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada
konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu

sistem.

. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa sarana dan prasarana dan penunjangnya.
Pengoperasionalannya berdasarkan suatu sistem operasional tertentu
dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang dapat di manfaatkan
oleh penerimanya secara langsung dan habis dalam jangka waktu
yang telah tertentu.

Berdasarkan keputusan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik, standar pelayanan harus meliputi:

1.

Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai
kebutuhan dan menerima layanan pengaduan

Waktu dan Penyelesaian

Waktu yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan, sampai syarat
permohonan selesai

Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan melihat tingkat kemampuan dan daya beli
masyarakat, memperhatikan nilai atau harga yang berlaku atas
barang dan jasa yang bersangkutan apakah sesuai dengan ekonomi
masyarakat, rincian biayanya harus jelas dan tepat sesuai dengan

aturan yang ada.
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4. Produk Pelayanan
Produk layanan merupan hasil yang diterima harus sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati

5. Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh
penyelenggaraan pelayanan, tersedianya sarana dan prasarana kerja

6. Kompetensi Petugas Pelayanan
Kompetensinya ditetapkan bersadarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

24.1 Kualitas Pelayanan

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan
yang sangat luas. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan
upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil
setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jasa
pelayanan yang baik dan prima akan dirasakan oleh masyarakat
apabila instansi maupun perusahaan yang menyediakan jasa
pelayanan tersebut dapat melayani secara santun dan professional
dengan kualitas standar pelayanan yang baik, lancar, aman, tertib
ada kepastian biaya dan waktu, serta hukum atas jasa pelayanan
yang telah diberikan.

Ketika masyarakat menerima layanan yang profesioanl maka
akan terbangun kepercayaan sebagai pengguna layanan dan mereka
akan menggunakan layanan tersebut kembali. Selain itu, sumber
daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan
dalam memberikan pelayanan publik. Pegawai dan pekerja pemberi
pelayanan publik harus mempunyai pengetahuan, keterampilan,
kemampuan, sikap dan perilaku yang baik.

Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik
yang berkualitas merupakan pelayanan publik yang mampu

memberikan kepuasan kepada masyarakat.
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Pelayanan Terpatu Satu Pintu

PTSP merupakan singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, yang pengertiannya menurut Adrian (2015), adalah suatu
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap terbitnya dokumen yang digunakan dalam satu
tempat.

PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka
peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan
perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good
governance/kepemerintahan yang baik. Maksud dan tujuan dari
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu menyelenggarakan layanan
perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan
dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak
masyarakat serta mendapatkan pelayanan perizinan yang bebas dari
pungli, transparan, dan mampu memberikan kejelasan mengenai
informasi persyaratan, biaya dan waktu yang dapat dilakukan
dalam satu tempat. Pelayananan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
memiliki kewenangan atas 26 jenis perizinan dan non perizinan.
Pelayananan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pola pelayananan
yang dilakukan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis
pelayanan yang dilakukan melalui satu pintu. Kemenpan Nomor 63
Tahun 2004 menyatakan 3 (tiga pola pelayanan yaitu:

1. Fungsional, pola pelayanan publik diberikan oleh
penyelengara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan.

2. Terpusat, pola pelayanan diberikan secara tunggal oleh
penyelenggara pelayanan.

3. Terpadu, hal ini dibedakan menjadi dua yaitu:
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a. Terpadu Satu Atap, diselenggarakan satu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

b. Terpadu Satu Pintu, diselenggarakan satu tempat
dengan berbagai jenis pelayanan memiliki keterkaitan
proses dan melalui satu pintu.

Dasar hukum dalam pelaksanaan Pelayananan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 26
ayat (2) dan (3) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal disebutkan bahwa: (2) “PTSP dilakukan oleh
lembaga atau instansi yang berwenang di bidang
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang
memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di
tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang
mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di Provinsi atau
Kabupaten/Kota. ”(3)“ Ketentuan mengenai tata cara dan
pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Perpres.

2. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayananan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Pasal 1
angka 4 Perpres No. 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa
Pelayananan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah
penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat. Pasal 2 Perpres No. 27 Tahun
2009 menyebutkan bahwa PTSP di bidang penanaman

modal berdasarkan asas:
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a. Kepastian Hukum

b. Keterbukaan

c. Akuntabilitas

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
Negara

e. Efisiensi berkeadilan

25 Pengertian Lembaga Peradilan

Kata peradilan berbeda dengan pengadilan. Pengadilan adalah badan,
organisasi atau lembaga yang melaksanakan peradilan, sedangkan yang
dimaksud peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh
Pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan disebut juga sebagai badan atau
lembaga peradilan. Kekuasaan negara yang menjalankan peradilan disebut
kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa yang
dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik
Indonesia. Pengadilan atau lembaga peradilan adalah alat perlengkapan
Negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional.
Apabila terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran hak maka yang
bersangkutan dihadapkan ke muka pengadilan. Pengadilan atau badan
peradilan adalah lembaga penegakan hukum di Indonesia.

Pengadilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan
seadiladilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima,
memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Jadi, memberikan putusan hukum baik untuk perkara pidana
maupun perdata yang dihadapkan kepadanya. Memberi hukumnya
dilakukan dengan jalan hakim pengadilan mengadakan putusan dan
penetapan hakim. Lembaga Peradilan merupakan landasan dari Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Negara Republik

Indonesia menyatakan hak ini sebagai kekuatan Negara yang independen
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dalam mengelola peradilan dengan menegakkan hukum yang berdasarkan
Pancasila. Dalam hal ini juga terdapat kebijakan atau aturan yang berfungsi
sebagai mengatur perilaku masyarakat yang menjadi salah satu pedoman

bagi bangsa dalam menjalankan tugasnya.

25.1 Peran Lembaga Peradilan

Peranan lembaga peradilan atau hukum merupakan suatu
kebijakan atau aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku
masyarakat serta menjadi salah satu pedoman bagi penggerak bangsa
dalam melakukan tugasnya. Menurut Prof. Soebekti, S.H, tujuan dari
pada didirikannya hukum adalah menyelenggarakan keadilan demi
kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. Mengingat
Indonesia dengan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hukum, maka
dibentuklah berbagai macam lembaga peradilan dilndonesia.
Lembaga peradilan merupakan badan atau organisasi yang bertugas
menangani permasalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai
Undang-Undang berlaku. Secara garis besarnya lembaga peradilan
berfungsi untuk menegakkan hukum yang berlaku pada suatu negara.

Menurut Putra (2019), pelayanan publik secara teoritis
mempunyai tujuan yaitu pelayanan publik pada dasarnya bertujuan
untuk memuaskan masyarakat. Serta agar mencapai kepuasan perlu
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin bersadarkan
sebagai berikut:

. Transparan Pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan yang
memiliki sifat mudah, terbuka serta dapat dijangkau oleh semua
pihak yang membutuhkan serta disediakan dengan cara memadai
dah mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas Pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan yang
dapat dibuktikan kebenarannya yang sesuai dengan apa yang telah

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
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3. Kondisional Pelayanan ini merupakan pelayanan yang sesuai
dengan keadaan sekitar serta kemampuan pemberi serta penerima
pelayanan dengan tetap menjunjung tinggi prinsi-prinsip efisiensi
serta efektifitas pelayanan.

4. Partisipatif Pelayanan ini merupakan pelayanan yang mampu
memacuh peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan
pelayanan publik dan tetap memperhatikan aspirasi, harapan serta
kebutuhan masyarakat.

5. Kesamaan hak Pelayanan ini adalah pelayanan yang tidak bersifat
diskriminasi yang dapat dilihat dari aspek apapun khususnya
suku, golongan, agama, ras, status sosial, dan lain
sebagaimananya.

Tugas dan Wewenang Lembaga Peradilan

Menurut Evi Ariyani (2020), tugas dan wewenang lembaga

peradilan yaitu:

1. Menerima, menyelidiki, mengadili dan menyelesaikan
perkara pidana dan perdata di tingkat pertama bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya

2. Dapat memberikan informasi, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerintah yang termasuk
ke dalam wilayah hukumnya

3. Dapat diserahkan tugas dan kewenangan lain oleh atau
berdasarkan Undang-Undang

4. Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
pengehentian penyelidikan, atau penghentian penuntutan

5. kompensasi dan rehabilitasi bagi sesorang yang perkaranya
dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan

6. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila

diminta
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7. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di
daerah hukumnya

8. Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang
dipandang perlu dengan tidak mengurangi kebebasab hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara

9. Melakukan pengawasan dan pekerjaan notaris di daerah
hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada
ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan
Menteri yang bertugas dan tanggung jawabnya meliputi

jabatan notaris.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tabel atau matrik yang memuat
tentang judul penelitian, nama peneliti, tahun penelitian, tempat penelitian

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Judul Hasil Penelitian
1 | Made Ayu Analisis  Faktor | 1. Resistensi pengguna
Ranggita Yang berpengaruh  negatif dan
Madhyastha, Mempengaruhi signifikan terhadap minat
(2022) Resistensi untuk menggunakan Aplikasi

Penggunaan Pembayaran  Seluler  di

Aplikasi Layanan Indonesia.

Publik 2. Kekhawatiran privasi
informasi, kekhawatiran
pengawasan pemerintah,
resiko keamanan, hambatan
penggunaan aplikasi,
hambatan kompleksitas,

hambatan nilai, dan pengaruh
sosial.

2 | Rinawati, (2020) | Analisis  Faktor- | Variabel kebiasaan berpengaruh
Faktor yang | positif terhadap variabel Y
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Mempengaruhi
Resistensi
Indivisual ~ pada
Transformasi
Organisasi di PT.
Telkom Indonesia
Tbk. Bandung

Sumber : Peneliti, 2023

27

Kerangka Berpikir

Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai garda terdepan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan dan menerapkan
penggunaan aplikasi Eraterang. Aplikasi Eraterang sendiri diharapkan
mampu memudahkan kegiatan masyarakat dalam pengurusan surat
keterangan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Namun, dibalik
pelaksanaannya terdapat berbagai indikator faktor-faktor resistensi pada
masyarakat seperti, ketidaksukaan terhadap perubahan, kejutan dari
ketakutan yang tidak diketahui, munculnya rasa tidak percaya, kebiasaan,
takut terhadap ketidaktahuan dan persepsi selektif.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian menggunakan satu
variabel/ tunggal merupakan variabel yang hanya mengungkapkan variabel
untuk dideskripsikan unsur atau faktor-faktor didalam setiap gejala yang
termasuk variabel tersebut (Nawawi, 2017). Berdasarkan pendapat tersebut,
maka dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor resistensi sebagai
variabel tunggal. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Pengadilan Negeri Gunungsitoli

L

‘ Aplikasi Eraterang ‘

\

Faktor-Faktor
Resistensi (variabel

v
J v \ y v ¥

Kejutan dan
Ketakutan

Muncul
Rasa Tidak Kebiasaan

kaan terhadap ‘ Persepsi ‘

‘ Ketidaksu Takut
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Sumber : Peneliti, 2023

31

32

BAB III
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif
dengan metode analisa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.
Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa. Sedangkan menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif
adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai
instrument, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif
lebih menekan pada makna.

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan
terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam
memahami bahasa dan pernyataan narasumber tentang faktor-faktor
resistensi masyarakat dalam penggunaan aplikasi (Eraterang) pada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Variabel Penelitian
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Dalam Sugiyono (2018:55) mengatakan bahwa: “variabel merupakan
suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan. Sementara Silaen (2018:69),
mengemukakan bahwa “variabel penelitian adalah konsep yang
mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai bervariasi,

yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan
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sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau
bervariasi”. Dalam penelitian ini hanya memiliki satu variabel/ tunggal
merupakan variabel yang hanya mengungkapkan variabel untuk
dideskripsikan unsur atau faktor-faktor didalam setiap gejala yang
termasuk variabel tersebut (Nawawi, 2017).
Berdasarkan dari pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini
peneliti menggunakan variabel sebagai berikut:
1. Faktor-Faktor Resistensi dengan indikator:
a. Ketidaksukaan Terhadap Perubahan
b. Kejutan dan Ketakutan yang Tidak Diketahui
Muncul Rasa Tidak Percaya

& o

Kebiasaan

e. Takut terhadap Ketidaktahuan

=

Persepsi Selektif

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi Kantor Pengadilan Negeri
Gunungsitoli yang beralamat di Jalan Pancasila No. 12 Gunungsitoli

Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Data

Jenis data yang di perlukan penulis dalam penelitian adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
penelitian.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen-
dokumen dan laporan-laporan serta data pendukung lainnya yang

berkaitan dengan penelitian.
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3.6
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Teknik Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2017), populasi penelitian adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan menurut
Sugiyono (2018), informan penelitian adalah narasumber yang berhubungan
dengan permasalahan penelitian dan mampu menyampaikan infomasi sesuai
situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Ade Heryana (2018) terdapat 3
jenis informan yaitu:

1. Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam

interaksi sosial yang diteliti

2. Informan Kunci adalah informan yang memiliki dan mengetahui

informasi secara menyeluruh tentang permasalahan secara
mendalam yang diangkat oleh peneliti

3. Informan tambahan adalah informan yang tidak memberikan

informasi yang tidak diberikan informan utama dan informan
kunci
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menggunakan informan
kunci dan informan tambahan sebagai berikut:
a. Informan Kunci : Kepaniteraan Muda Hukum (4 orang)

b. Informan Tambahan : Pengguna Aplikasi Eraterang (20 orang)

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:305), instrument penelitian kualitatif
meruapakan peneliti itu sendiri. Hal ini berarti seseorang peneliti menjadi
alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti
langsung terjun ke lapangan mencari serta mengumpulkan data yang
diperlukan pada penelitian. Sehingga yang menjadi instrument penelitian
adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan, dengan mengkaji bahan kepustakaan

terhadap permasalahan penelitian.
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2. Penelitian Lapangan, Penulis langsung ke objek penelitian untuk

mendapatkan informasi secara langsung. Data yang diperoleh
melalui penelitian lapangan diperoleh:

a. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap

objek penelitian.

b. Wawancara adalah daftar pertanyaan penelitian yang diajukan

oleh responden.

¢. Dokumentasi adalah menyediakan atau mengumpulkan bukti

dan informasi seperti gambar dan foto.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang di perlukan penulis dalam penelitian adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber

penelitian.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen-

dokumen dan laporan-laporan serta data pendukung lainnya yang

berkaitan dengan penelitian.

3.8 Teknik Analisa Data

Menurut Arikunto (2019:3), dalam penelitian deskriptif, ada beberapa

model dan teknik analisa data yang umum digunakan yaitu reduksi data,

triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengolah dan menganalisis

data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode analisa data sebagai

berikut:

a.

Reduksi data terjadi bersamaan dengan pemilihan dan
penyederhanaan data. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini
adalah pemilihan data dan penghapusan data yang tidak relevan.
Data-data yang berkaitan dengan penelitian akan diorganisasikan
menjadi suatu kumpulan data yang dapat memberikan informasi

praktis.
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Informasi tersebut disajikan dalam bentuk pengumpulan data,
baik dalam bentuk tabel, bagan, maupun laporan deskriptif
naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif.
Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka
menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan.

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dari proses analisis
data. Dalam tinjauan evaluasi, kesimpulan diambil berdasarkan
kegiatan yang dilakukan pada dua langkah sebelumnya.
Triangulasi merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti
ketika meneliti dan melaksanakan teknik pengolahan data
kualitatif. Teknik ini dapat dianggap sebagai teknik untuk
memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan hasil
wawancara terhadap objek penelitian. Dalam teknik pengolahan
data kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat yang paling
penting. Akibatnya, kualitas penelitian kualitatif sangat
bergantung pada peneliti. Ketika seorang peneliti mempunyai
lebih banyak pengalaman dalam melakukan penelitian, maka
mereka juga lebih peka juga terhadap penggalian informasi dan
terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Adapun aktivitas
yang dilakukan peneliti, selalu dibentuk oleh perspektif subjektif
peneliti. Namun hal tersebut hendaknya dihindari oleh seorang
peneliti karena sedapat mungkin setiap peneliti hendaknya
berusaha untuk semaksimal mungkin bersikap netral dalam
penelitiannya, agar kebenaran yang diperoleh menjadi sebuah
kebenaran yang valid atau benar secara ilmiah.

Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan memberikan kesimpulan yang
ringkas dan jelas yang menjawab tujuan penelitian dan

permasalahan penelitian yang telah dianalisis sebelumnya.
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Temuan Penelitian
Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri
Gunungsitoli beralamat di Jalan Pancasila No. 12 Kecamatan

Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

Sejarah Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Pada zaman VOC, atau pada tahun 1815 di pulau Nias dan
dipulau-pulau sekitarnya terdapat wilayah Hukum yang disebut “Banua”
pemerintah dibanua tersebut dikepalai oleh seorang “Sanuhe™ atau
“Siulu” untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan tata
hidup masyarakat dalam persekutuan Hukum. Banua yang ditentukan
oleh suatu lembaga Hukum yang disebut dengan “Fondrako” yaitu
menentukan/mengatur, menetapkan dan melaksanakan sangsi Hukum.
Ada 5 pokok yang diatur di dalam Fondrako yaitu:

1. Fondu atau agama animism

2. Fangoso atau perekonomian

3. Hao-hao/ele-ele atau kebudayaa

4. Forara hao-fawanua atau membereskan permasalahan hak dan

kewajiban

5. Bowo atau keadilan sosial

Untuk memperluas kekuasaan, maka Sanuhe atau Salawa mbanua

membentuk satu perikatan yang disebut “Ori” dikepalai oleh seorang yang
diketuakan diantara Sanuhe-Sanuhe tersebut dalam jabatan yang disebut
“Tuhenori”, sedangkan Ori terdiri dari beberapa benua. Ori juga mengatur

Hukum yang berlaku dalam wilayah Ori yang bersumber dari Fondrako




dan mempunyai kedaulatan penuh. Di dalam lingkungan Banua Banua
ORI berada dalam tangan Tuhenori dan dibantu oleh “Sanuhe- Sanuhe
Nori”. yang bertindak sebagai pemerintah, Pengadilan dan sebutan Hukum
adalah “Sanuhe /Siulu Mbanua /Tuhenori” secara bersama-sama, akan
tetapi baru mendapat pelaksanaan sesuadah musyawarah dan persetujuan
warga banua atau warga Ori. Tempat untuk memutuskan dan
mengumumkan sesuatu keputusan adalah dilakukan di dalam “Osali”.
a. Zaman Penjajahan Ingris (1815-1825)

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang
sekarang, dahulu diperintah oleh Inggris dan bergabung pada
pemerintahan di Inggris yang berpusat di Natal. Dan kepala
pemerintahnya di Nias bernama “Wiliam Jack™ dan setelah ada
pemerintahan  tersebut maka perbedakan/penculikan  dan
pemenggalan keapala manusia dilanggar. Sedangkan kekuasaan
Salawa/Siulu dan Tuhenori tetap diakui oleh Pemerintah Inggris.

b. Zaman Penjajahan Belanda

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang
sekarang, telah diperintah Inggris dan akibat kekalahan Inggris di
Eropa, maka pemerintah di Nias kembali diperintah oleh Belanda
yang berpusat di Natal dan jabatan penguasa Belanda di Nias
hanya Posthouder, mulai tahun 1926. Pulau Nias dijajah oleh
Belanda sejak tahun 1825-1838 tetapi yang berkuasa dalam
pemerintahan ORI dan Banua adalah Salawa- Salawa-/Siulu- Siulu
serta Tuhenori. Hukum yang berlaku pada waktu itu adalah Hukum
adat yang berlaku pada tahun 1840. Governement Michiels dari
Padang mengirimkan prajurit Belanda di Lagundri dan menerapkan
seorang Gezeghebber yang berfungsi sebagai kepala pemerintah
dan sebagai Hakim yang melindungi pemerintah dari serangan
Siulu- Siulu Mbanua dan barulah terbuat banteng (tembok) di
Lagundri oleh para prajurit pada tahun 1847.

Tetapi pada tahun 1860 setelah benteng hancur akibat pasang

laut, maka penduduk kampung Botohili dan Orahili merampas
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meriam dan senapan milik prajurit Belanda. Tetapi tidak
dikembalikan bahkan beribu-ribu rakyat yang dipimpin oleh Siulu-
Siulu mengusir Belanda serta pemerintahannya.

Sehubungan dengan peristiwan tersebut, pada tahun 1863
dikirim 600 orang tentara di bawah kepemimpinan Mayor Fritzen
berhasil mendarat di Lagundri dan membakar kampung Orahili dan
Botohili serta kampung Lolowua. Akan tetapi walaupun Belanda
menang, tetapi banua-banua lain yang ada di pedalaman pulau Nias
dengan dipimpin oleh Boholu Waruwu, Nitano Halawa, Sanigehe
Fau, dari Bawomataluo, Sihuwa Mola, Baligu Giawa, Waruwu
tetap mempertahankan kekuasaan mereka dan menyusun kekuatan
pada suatu benteng di Hili Onihadumba untuk melakukan
penyerangan berhadap Belanda. Oleh karena itu, Belanda
melepaskan sebagian wilayah yang telah dikuasai dan oleh karena
itu Belanda hanya menempati diwilayah “Rapat Gebiet” yang
daerahnya mulai dari Olora ke Laraga atau sebagian besar wilayah
kecamatan Gunungsitoli adalah “Civil Gesanghebber”. Dan
Salawa- Salawa dan Siulu- Siulu maupun Tuhenori berkuasa penuh
diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan kecuali
wilayah Rapat Gabiet. Pemerintah Belanda pada waktu itu
menyadari bahwa Salawa-Salawa dan Siulu-Siulu tidak dapat
dikuasai atau ditundukkan secara kekerasan maka pada tahun 1854
Belanda menyuruh seorang Pastor katolik yang bernama Van
Hesseler untuk menyebarkan Agama dan bertempat tinggal
disogawu-gawu namun misinya tidak berhasil.

Mengapa misinya tidak berhasil karena beliu meninggal dunia,
berhubungan dengan itu maka pada tahun 1865 dari RM.G
ditugaskan seorang pendeta yang bernama Denninger untuk
menyebarka Agama Kristen Protestan yang berkedudukan di
Lasara. Pada tahun berikutnya pendeta-pendeta lain ditempatkan di
Lolowua, Humene, Tugala Oyo, Laraga, Bawalia, serta di Siforoasi

dan ternyata menguasai kembali Banua-Banua tersebut. Adapun
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Salawa-Salawa yang selalu bertahan malah mengadakan
perlawana. Salawa Balohalu Waruwu, Salawa Nitano, Salawa
Faodu Eho Halawa, Salawa Sarobadano Nduru gugur dalam
pertempuran sedangkan di pihak Belanda gugur 11 orang prajurit
yang dipimpin oleh Letnan Hier Rusten yang makamnya terletak
dikampung Lolozasai sampai sekarang.

Salawa Boluhalu Waruwu di tangkap dan kemudian
dipenjarakan ditarutung sampai meninggalnya pun disana. Pada
tahun 1903 Kontroleur yang berkedudukan di Lolowandi Sabot
olek Rychers yang kemudian digantikan yang kontroleur bernama
Koem dan pada tahun 1904/1906 Kontroleur Scorder memaksakan
pembukaan jalan dari Gunungsitoli ke Teluk dalam, ke Lolowau,
ke Sirombu, ke Mandehe, terus menju Lahagu. Kemudian pada
tahun 1908 pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnya sebagai
Afdeling yang dipimpin oleh Asisten Rasiden yang berkedudukan
di Gunungsitoli. Ada 4 Afdeling yang ada dipulau Nias pada saat
itu antara lain:

1. Onderraf deling wilayah Rampai/Rampai Gbiet berpusat di

Gunungsitoli dan dikepalai oleh seorang kontroleur.

2. Noord Nias, berkedudukan di Lahewa dan dikepalai oleh
seorang Koroleur Maidaman (1908-1915).

3. Onderradeeling West Nias, semula berkedudukan di lahagu
kemudian di Sirombu dan terakhir di Lolowau yang
dikepalai oleh seorang Gezegheber atau kontroleur yang
masang-masing bernama Turstiegen (1908-1911) dan
levermen (1911-1913) dan Rossem (1913-1915).

4. Onderafdeling Zauit Nias berkedudukan di Teluk Dalam
dipakai oleh Gezeghobber Hayanius (1911-1913) dan
selesai (1914-1919).

Dari setiap Onderafeding dibagi lagi dalam beberapa Distrik

yang dipakai oleh orang asisten Demag. Dan Distrik ini dikepalai

oleh seorang Tuhenori sedangkan tiap-tiao Ori terdiri dari beberapa
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Benua yang dikepalai oleh seorang Salawa atau Siulu. Pada tahun
1919 status pulau Nias sebagai eilayan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli, sedangkan Afdeling Van Nias masuk Rasiden
Tapanuli dan asisten Rasiden P. Kartahus tetap berkedudukan di
Gunungsitoli dan pada waktu itu Afdeling Van Nias hanya di bagi
2 Onderafdeling.
c. Zaman Jepang

Pulau Nias sekitarnya pada waktu pendudukan Jepang. Status
pemerintahan tetap seperti masa pendudukan Belanda, hanya saja
namanya yang diubah yaitu Afdeling Van Nias diganti dengan Su
TjuTjoyang dipakai oleh seorang Bungutiyio (gun saibu) dan
Afdeling/Anderaf Deling berubah nama menjadi “Gun” dan
dikepalai oleh Guniyo, Distrik disebut “Son” dan dikepalai oleh
Santiyo Ori disebut Ku dan Tuhenori disebut “Kum” sedangkan
Salawa/siulu  disebut “Kumitjio”. Sedangkan Landrad di
Gunungsitoli menjadi “Tihoohooin” dan sebagai Pengadilan
sehari-hari bagi semua penduduk terkecuali Jepang Hakim disebut
“Stikhohoon” sedangkan Kejaksaaan desebut “Ken Satu Kang”
sedangkan Jaksa disebut “Ken Satu Pong”.
d. Zaman Merdeka

Sejak akhir tahun 1945, sampai dengan agresi pertama tahun
1948, kabupaten Nias menjadi Luhak dan kepala daerah Luhak
yang dijabat oleh D.Z Marunduri sebagai kepala Luhak peartama.
dan Tihho Hooin berubah menjadi Pengadilan Negeri dan ketuanya
dijabat oleh D.Z Marundruri sebagi tugas rangkap dan tugas mana
yang diberikan atas tunjukan PPPKI selanjutnya pada tahun 1949
teerjadi lagi perubahan sebutan Luhak menjadi Bupati dan KNI
(Komite Nasional Indonesia) P.R TelaumBanua menjadi Bupati,
D.Z Marundruri menjadi kepala Kejaksaan, Asanudin Waruwu
menjadi komandan Bataliyon dan Talizaro Hulu menjadi komisaris

Polisi.
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Berdasarkan peraturan perdana Mentri R.1 dan ketetapan
Gubernur Sumatera Utara NO.5/G.S.0.0.E-1949, maka diwilayah
kabupaten Nias berdiri Pengadilan Negeri yang pada saat itu
ditunjuk Tohumbowo Zebua sebagai kepala dan Barhannudin
sebagai Panitera dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri
digantikan oleh Helumbowo Hulu, Nurat Ginting, Benito
Harahap .S H, Harlold Pohan, S H, Dayusmi Adhan, S H, Haogoaro
Harefa,S.H, Tahan Gultom,S.H, D.L. Ssamosir, S.H, Sibro
Tarigan, S.H, Hendra H. Situmorang, S.H, Pastra Joseph
Zirluo, S HM Hum., Togar SimamoraS.H, ,MH, Edison SH,
Lucas Sahabat Duha,SH.MH, Khamizaro Waruwu, S H. M H,
Nelson AngkatS.H.M.H, Mery Donna Tiur Pasaribu,S.H.,M.H,
Agus Komarudin, SH dan sekarang yang dipimpin oleh ketua
Pengadilan Negeri Gunungsitoli bapak Wijawiyata, S.H.

Sedangkan Panitera sampai pada tahun 2015, dan Sekretaris
digantikan oleh Sabirin Lubis, Torotodo Zebua, Mulden
Damanik, S MHK, Himbalo Sri Hutasuht,S.H, Alaui Ziduhu
Harefa, S H, Donisi Hulu, Hasan Basri Zega, Salomo Simanjorang,
S.H, Jasmin Ginting,S.H, Herman Sembayang.S.H. M.H, Rahmad
Parulian, S.H, M.hum, sekarang tahun 2016 jabatan Panitera dan
sekretaris dibagi menjadi 2 jabatan, Panitera jabatan, Panitra oleh
Temaziduhu Harefa, S.H, dan Sekretaris oleh Erwin Harefa, SH,
Panitera oleh Armada Sembiring, SH.MH dan Sekretaris
Selixsander Saragih, SH saat ini Panitera dipimpin oleh Daniel

Kemit, S.H dan Sekretaris oleh Erwin Harefa, S H.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dipimpin oleh Ketua Pengadilan
dan dibantu oleh beberapa pegawai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun

struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai berikut:
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4.1.1.3 Data Pegawai Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli terdapat beberapa pegawai
dan bidang pekerjaan, berikut adalah data Pegawai yang ditempatkan

pada Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli:

Tabel 4.1
Data Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Jenis Pendidikan Lama
No. Nama Jabatan Kelamin | U™"" | Terakhir | Bekerja
1 Wijawivata, 5.H Ketua Pengadilan | Laki-Laki T:I?un 51 21 Tahun
Gabe Dorris M. B. Wakil Ketua 47
2 . ) o] ’
= | Saragih, SH.M.H Pengadilan Perempuan | rohun 52 21 Tahun
3 Daniel Kemit, S.H Panitera Laki-Laki ik S1 24 Tahun
Tahun
4 Erwin Harefa, S.H Sekretaris Laki-Laki ok S1 30 Tahun
Tahun
Achamdsyah Ade 44
5 Murv. S.H.M.H Hakim Laki-Laki Tahun S2 16 Tahun
Rocky Belmondo F. . . . 42
- F aliT s 3 y
6 Sitohang , S.H.MH Hakim Laki-Laki Tahun S2 16 Tahun
Fadel Perdamean . . . 40
. alkiT : ol y
7 Batee. S.H.M.H Hakim Laki-Laki Tahun 52 14 Tahun
Junter Sijabat, . - 41
P alei ] ol ;
8 SH.MH Hakim Laki-Laki Tahun S2 13 Tahun
9 | Anuar Gea, S.H.M.I PaniteraMuda | oy | 0 s2 30 Tahun
Perdata Tahun
Yulidarman Zendrato, Panitera Muda - 41 .
10 SH Pidana Laki-Laki Tahun S1 17 Tahun
11 | Trisman Zandroto PaniteraMuda |y i papq |33 SMA 34 Tahun
Hukum Tahun
Kasubag
12 | Berlianna S. Laia, S H Kepegawaian | po o oyan |39 s1 14 Tahun
Organisasi Dan Tahun
Tata Laksana
Kasubag,
. Perencanaan
Wilpen S
13 | F.Simanungkalit, Teknologi Laki-Laki | -0 S 13 Tahun
Informasi Tahun
S.Kom e
Komunikasi
Pelaporan
Ikuti Telaumbanua . . . . 39
14 SH Panitera Pengganti | Laki-Laki Tahun S1 12 Tahun
15 | Arifmen K. Lase, S.H Panitera Pengganti | Laki-Laki T-jl?un 51 17 Tahun
16 | Alius Lase, S H Panitera Pengganti | Laki-Laki T-jhgun 51 13 Tahun
2
17 | Roni §. Waruwu, S.H Panitera Pengganti | Laki-Laki T:I;un S1 8 Tahun
2
18 | Syahrir Budiman Jurusita Laki-Laki 32 SMA 17 Tahun
- Tahun
19 | Fenus J.A Mendrofa Jurusita Laki-Laki 40 SMA 17 Tahun
Tahun
Affection . . . . 41
20 Medioktoberi Gulo Jurusita Pengganti | Laki-Laki Tahun 51 4 Tahun
Yakub Frans . . .| 32
2 aw: aki-L 2 ;
21 Sihombing, SH.M.H Pegawai Laki-Laki Tahun 52 4 Tahun
34
22 ianti Sili ; awai : :
22 | Devianti Silitongan,S.E Pegawai Perempuan Tahun S1 4 Tahun
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23 2?:;?:1 1 Sl\ g:;)re Pegawai Perempuan T;I? n S1 1 Tahun
24 gffHukur Kasih Lase, Pegawai Laki-Laki T.j:un si { Tahun
25 | AMIAB Pegawal Perempuan | =7 D3 2 Tahun
2 i?{ﬂigmlm Sianipar Pegawai Perempuan T-j:un D3 5 Tahun
27 | AMDAK Pogowai | Pormpuan | gy | D3| 1 Tahun
8 | Telaumbanua. AMd Pegawai Perempuan | i D3 I Tahun
29 gfr:‘:rxlgrlifsE Pegawai Laki-Laki le1I un S1 5 Bulan

41.14

Sumber : Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah

pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli berjumlah 29

orang dengan jabatan, umur, pendidikan terakhir serta masa kerja yang

berbeda-beda.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Visi dan Misi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri

Gunungsitoli sebagai berikut:

a. Visi “terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang

agung”.

b. Misi “menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada.

pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan

Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan

Negeri Gunungsitoli.

Adapun uraian tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan

Negeri Gunungsitoli sebagai berikut:

A. Ketua Pengadilan

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/pembangunan

2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas

dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi

para Hakim maupun seluruh karyawan
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. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan

pengawasan atas :

a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim
dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah
hukumnya

b. Masalah-masalah yang timbul

c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya

d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah,

berita acara serta berkas perkara

. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau

tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara

secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

I.

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

. Mewakili ketua bila berhalangan

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja
dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan

tersebut kepada ketua

Hakim

I.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas
Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara

yang diajukan kepadanya

. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari

keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan
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dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan

D. Panitera

G.

. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan

. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda

harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai

jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi kenangan

. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak
ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di

Kepaniteraan

. Membuat salinan putusan

5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara

. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang

diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang

ditentukan

Panitera Muda

I.

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya

. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi

perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan

bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan

pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada

Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi

Umum Pengadilan

Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan

1.

Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
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2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat
perkara
3. Menangani masalah keuangan, baik kenangan penerimaan Negara
bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang
menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan
I. Kepala sub - Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana
Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana adalah unsur pembantu Sekretaris yang:
1. Menangani keluar masuknya pegawai
. Menangani pensiun pegawai
. Menangani kenaikan pangkat pegawai
. Menangani gaji pegawai
. Menangani mutasi pegawai

. Menangani tanda kehormatan

~ O = W D

. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
J. Kepala sub - Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan
Kedudukan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan
Pelaporan adalah unsur pembantu Sekretaris yang:
1. Menyusun rencana kerja anggaran
2. Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP)
3. Mengelola Pengembangan Website Pengadilan
4. Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Direktori
Putusan
5. Menyusun Laporan kerja
K. Jurusita
1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang

diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
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2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan
pengadilan

3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan
Negeri

4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya

kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

42 Pembahasan
Pada tahap analisa data penulis akan menyampaikan hasil
observasi dan penelitian dilapangan. Analisa data yang digunakan dengan
metode penelitian deskriptif, yaitu peneliti akan menyampaikan hasil
penelitian dalam bentuk naratif maupun tabel. Berikut hasil penelitian

yang didapat dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan.

42.1 Observasi

Observasi yang telah dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri
Gunungsitoli dapat diketahui bahwa informan yang bertugas sebagai
pengurus yang akan menerima, meneliti dan menindaklanjuti surat
keterangan yang akan di proses pada aplikasi Eraterang berjumlah 4
informan. Dimana seluruh berkas pengajuan surat keterangan yang di
proses pada aplikasi Eraterang akan di proses oleh Kepaniteraan Muda
Hukum yang dipimpin oleh Trisman Zandroto.

Aplikasi Eraterang sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat dengan harapan seluruh kelengkapan berkas dalam
mengajukan surat permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
dapat mempermudah masyarakat. Adapun jumlah informan yang
dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebanyak 20 informan.

Semua layanan peradilan umum dapat mengajukan permohonan
tersebut melalui aplikasi tersebut dengan mengakses link atau dapat
mengakses halaman aplikasi Eraterang. Seluruh permohonan surat

keterangan online tersebut akan di proses di Pelayanan Terpadu Satu
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Pintu bagian hukum, setelah pengguna layanan melengkapi seluruh

persyaratan yang di upload di aplikasi Eraterang.

Wawancara

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data hasil angket
terhadap informan sebagai pengguna aplikasi Eraterang. Pada wawancara
yang telah dilakukan merupakan komunikasi pribadi yang dikutip secara
internal. Penyajian data wawancara ini dapat berupa uraian singkat dan
tabel. Dalam penyajian data penelitian kualitatif dengan teks yang
bersifat naratif.

Program Aplikasi Eraterang adalah merupakan realisasi dari
strategi organisasi yang sistematis dan bersifat jangka panjang yang
dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri
Gunungsitoli untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Program Aplikasi Eraterang akan menjadi sarana untuk mewujudkan
cita-cita dan tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri
Gunungsitoli, program tersebut sangat berpengaruh terhadap efektifitas
dan efisiensi pelayanan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwa masih
banyak masyarakat yang datang langsung untuk melakukan pengajuan
surat keterangan secara manual. Berdasarkan wawancara dengan
Kepaniteraan Muda Hukum sebagai Informan 01, tanggal 4 Juli 2023 di
Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengurus yang akan
menerima, meneliti dan menindaklanjuti surat keterangan yang akan di

proses pada aplikasi Eraterang mengatakan bahwa:

“Sistem pengurusan surat keterangan secara manual
telah berubah menjadi pengurusan secara online dengan
mengakses aplikasi Eraterang. Hal ini telah
diinformasikan kepada masyarakat, baik melalui media
online, cetak serta papan pengumuman. Namun masih
ada masyarakat yang datang langsung ke kantor untuk
pengajuan surat keterangan secara manual, mereka
mengatakan bahwa belum mendengar informasi terkait
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berubahan sistem pelayanan. Petugas pelayanan
pengurusan surat keterangan akan membimbing
masyarakat untuk langsung mengakses aplikasi
Eraterang. Informan 01, Komunikasi Pribadi, 04 Juli
2023”,

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah
menginformasikan kepada masyarakat terkait perubahan sistem
pengurusan surat keterangan dari pengurusan secara manual berubah
menjadi pengurusan surat keterangan secara online malalui aplikasi
Eraterang. Namun masih terdapat beberapa masyarakat belum
mengetahui terkait informasi perubahan tersebut, sehingga pegawai
pelayanan memberikan arahan dengan baik kepada masyarakat sehingga
masyarakat dapat mengetahui prosedur pengurusan surat keterangan
secara online melalui aplikasi Eraterang.

Gambar 4.2
Aplikasi Eraterang

Rraterang

Saya bukan rebot

Kirke 1ang Abthesd 7 £

et mesjadi Penggens 1 0/t

Sumber : Website Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 2023

Pada gambar 4.2 merupakan tampilan utama pada aplikasi
Eraterang. Bagi pengguna yang sudah memiliki akun dapat langsung
mengisi email dan kata sandi akun, sedangkan bagi pengguna yang
belum memiliki akun dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Dengan adanya perubahan sistem sistem pelayanan pada
pengurusan surat keterangan secara online diharapkan mampu

mempermudah masyarakat pada proses pengurusan berkas. Karena
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pengurusan berkas secara online dapat dilakukan dimana saja dan dapat
mengurangi biaya transportasi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Pengadilan Negeri
Gunungsitoli sebagai Informan 02, tanggal 04 Juli 2023 di Kantor
Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengurus yang akan menerima,
meneliti dan menindaklanjuti surat keterangan yang akan di proses pada

aplikasi Eraterang mengatakan bahwa:

“Sistem penggunaan Aplikasi Eraterang sudang cukup
baik dan sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat.
Pengguna baru aplikasi Eraterang perlu melakukan
pendaftaran akun terlebih dahulu melalui alamat email
yang telah terdaftar, bagi masyarakat yang telah
memiliki akun dapat langsung mengakses halaman
aplikasi Eraterang melalui link berikut
https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id.

Informan 02, Komunikasi Pribadi, 04 Juli 2023 .

Informan yang sama juga mengungkapkan bahwa:

“Hadirmya aplikasi Eraterang khususnya pada
Pengadilan Negeri Gunungsitoli, merupakan upaya
pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Dengan harapan bahwa aplikasi
Eraterang dapat memudahkan segala urusan
administrasi masyarakat dalam pengurusan surat
keterangan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Informan 02, Komunikasi Pribadi, 04 Juli 2023 .

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem
pada aplikasi Eraterang sangat mudah untuk digunakan oleh masyarakat
dalam pengajuan surat keterangan. Hal ini berkaitan dengan semakin
canggihnya teknologi dan modernisasi di beberapa instansi pelayanan
masyarakat. Bagi pengguna baru cukup mendaftarkan akun
menggunakan alamat email, sedangkan bagi pengguna aplikasi yang

telah memiliki akun dapat langsung mengakses halaman aplikasi
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Eraterang. Sehingga hal ini dapat mempermudah pengurusan surat

keterangan secara online melalui aplikasi Eraterang.

Gambar 4.3
Pendaftaran Akun Aplikasi Eraterang

mahikamahagung go.id 7

Daftar Akun

Mama Lenghag

“ Layanan Elektroni —

Dengan menekan tombol Daflar, snda trish
sebim dengin segsla ool 1o dan lelah
ol a Lt ar, D, il
Prngguaiin { sskie sleh aml

Sumber : Website Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 2023
Pada gambar 4.3 merupakan tampilan pendaftaran akun bagi
pengguna baru aplikasi Eraterang, pengguna baru dapat mengisi data

berupa nama lengkap, alamat email aktif dan kata sandi.

Beberapa berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan pengurusan
pada aplikasi Eraterang dapat di upload dengan mudah serta menghemat
waktu dan biaya. Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Pengadilan
Negeri Gunungsitoli Informan 02, tanggal 04 Juli 2023 di Kantor

Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengatakan bahwa:

“Persyaratan kelengkapan berkas yang harus di upload
pada aplikasi Eraterang yaitu SKCK dan KTP dalam
bentuk PDF, Foto pemohon serta melakukan
pembayaran pengurusan administrasi sebesar Rp.
10000 ke rekening BPN Gunungsitoli. Berkas yang
dibutuhkan tidak berbeda dengan sistem manual
maupun online. Informan 02, Komunikasi Pribadi, 04
Juli 20237,
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Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berkas
yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang hendak mengurus surat
keterangan melalui aplikasi Eraterang cukup mudah yaitu dengan
memenuhi beberapa pesyaratan berkas yang telah ditentukan, pemenuhan
persyaratan berkas dapat menggunakan mesin scanner ataupun kamera
handphone yang memenuhi spesifikasi kelayakan. Kemudian di upload
ke aplikasi Eraterang serta melakukan pembayan langsung ke rekening
BPN Gunungsitoli. Sehingga memberikan pelayanan yang transparansi
dan minim pungli.

Gambar 4.4
Data Diri Pemohon pada Aplikasi Eraterang

© informasi Pe... 2z informasl Pr... Pendidikan -
Surat P Nama, Alamat, T...
Pilih Jenjang Pendidikan -

Jenis ldentitas*®

Informasi Pribadi Anda

PFilih Jenis identitas s

Nama Pemohon®
Nomeor Identitas*

Tempat Lahir Nomor SKCK*
1

Tanggal Lahir= Alamat*
Tangg... ~ Bulan— =~ Tahun— =~

Jenis Kelamin®
Pilik - Nomor Telepon®

Pendidikan * . ot

Pilih Jenjang Pendidikan -

Jenis identitas* Sebelumnya m

Pilih Jenis Identitas -

Momaor identitas*®

Sumber : Website Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 2023
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Gambar 4.5
Kelengkapan Berkas pada Aplikasi Eraterang

€2 Informasi Pe... € nformasi Pr...

Jenis Surat Per... MNama, aAlamat, T.

Dokumen Pendukung

Dokumen Identitas (KTP/SIM/KTP/Paspor)*

Lampiran File
klik untuk pilih

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)*

Lampiran File
klik untuk pilih

Lampiran File
klik untuk pilih

g
-]

* Besar Dokumen Maksimal 3Mb dengan Format
pdf atau gambar

Sebelumnya Berikutnya

Sumber : Website Pengadilan Negeri Gunungsiroli, 2023

Pada gambar 4.4 merupakan data pemohon surat keterangan pada
aplikasi Eraterang terlebih dahulu mengisi data diri seperti nama
pemohon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jenis identitas, nomor
identitas, pendidiakan, nomor SKCK, alamat dan nomor telepon.
Sedangkan pada gambar 4.5 merupakan dokumen pendukung yang harus
diupload oleh pemohon dalam bentuk pdf, adapun data yang harus
diupload oleh pemohon yaitu dokumen identitas (KTP/SIM/Paspor),
SKCK dan foto pemohon.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan masyarakat
yang akan mengajukan surat keterangan mengenai aplikasi Eraterang.
Dari hasil wawancara sebagai Informan 11, tanggal 07 Juli 2023 di Kota

Gunungsitoli sebagai pengguna aplikasi Eraterang mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya sudah mengetahui perubahan
pengurusan surat keterangan manual menjadi online.
Saya mendapatkan informasi dari media sosial
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Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dengan adanya
aplikasi ini juga dapat memudahkan saya untuk
pengurusan berkas serta meminimalisir kesalahan
dalam melengkapi berkas persyaratan. Informan 11,
Komunikasi Pribadi, 07 Juli 2023,

Informan lain juga mengemukakan pendapat yang berbeda dari
informan yang sebelumnya yaitu sebagai Informan 07, tanggal 06 Juli
2023 di Kota Gunungsitoli, dimana informan tersebut mengatakan

bahwa:

“Saya belum mengetahui bahwa ada perubahan sistem
pengurusan surat keterangan manual menjadi online.
Menurut saya perubahan sistem ini cukup merepotkan,
hal ini dikarenakan sulit memahami penggunaan
aplikasi ini karena sudah terbiasa secara manual dan
belum beradaptasi terhadap perubahan tersebut.
Informan 07, Komunikasi Pribadi, 07 Juli 2023".

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masih
ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui berubahan sistem
pengurusan surat keterangan dan sulit memahami penggunaan aplikasi
karena sudah terbiasa secara manual dan belum beradaptasi terhadap
perubahan tersebut. Namun beberapa masyarakat yang telah mengetahui
informasi perubahan ini mengungkapkan bahwa dengan adanya aplikasi
Eraterang dapat memberikan pelayanan secara transparansi, kesamaan
hak serta terciptanya birokrasi adil. Informasi tentang prosedur pelayanan
yang meliputi persyaratan berkas, biaya dan waktu juga tersampaikan
dengan baik.

Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan
beberapa kekurangan dan kelebihan hadirnya aplikasi Eraterang pada

pengurusan surat keterangan diantaranya yaitu:
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a. Kekurangan Aplikasi Eraterang

Untuk mencapai keberhasilan suatu strategis diperlukan sarana
dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli. Wawancara yang telah dilakukan kepada Informan 11,

tanggal 10 Juli 2023 di Kota Gunungsitoli mengatakan bahwa:

“Salah satu kelemahan ataupun kekurangan dari
Aplikasi Eraterang yaitu jaringan internet yang masih
tergolong buruk di Kepulauan Nias, serta beberapa
masyarakat yang masih belum mampu mengoperasikan
aplikasi Fraterang. Informan 17, Komunikasi Pribadi,
10 Juli 2023,

Dari wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
vang menjadi faktor penghambat atau kekurangan pada aplikasi
Eraterang yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna
aplikasi Eraterang yaitu jaringan internet yang belum stabil serta
pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Eraterang yang

masih minim.

b. Kelebihan Aplikasi Eraterang

Dengan hadirnya aplikasi Fraterang diharapkan mampu
mempermudah masyarakat dalam pengurusan surat keterangan,
wawancara yang telah dilakukan kepada Informan 23, tanggal 11 Juli
2023 di Kota Gunungsitoli mengenai kelebihan dari aplikasi Eraterang

mengatakan bahwa:

“Yang menjadi kelebihan aplikasi Eraterang yaitu
proses pendaftaran hingga terbitnya surat keterangan
menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Dimana
ketika pengurusan surat keterangan saya tidak perlu
datang ke kantor Pengadilan Negeri dan biaya
administrasi yang hendak dibayarkan juga langsung ke
rekening BPN  Gunungsitoli. Sehingga adanya
transparansi dan minim pungli. Informan 23,
Komunikasi Pribadi, 11 Juli 2023”.




423

65

Dari wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
kelebihan aplikasi Eraterang yang dirasakan oleh masyarakat yaitu
pemohon surat keterangan tidak perlu antri terlalu lama di Pengadilan
Negeri Gunungsitoli, seluruh kelengkapan berkas dapat diakses dimana
saja, efisiensi waktu dan proses pendaftaran serta percepatan proses

pembuatan dokumen surat keterangan.

Hasil Analisa Data

Program Aplikasi Eraterang adalah merupakan realisasi dari
strategi organisasi yang sistematis dan bersifat jangka panjang yang
dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri
Gunungsitoli untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Program Aplikasi Eraterang akan menjadi sarana untuk mewujudkan
cita-cita dan tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri
Gunungsitoli, program tersebut sangat berpengaruh terhadap efektifitas
dan efisiensi pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan
Negeri Gunungsitoli telah menginformasikan kepada masyarakat terkait
perubahan sistem pengurusan surat keterangan dari pengurusan secara
manual berubah menjadi pengurusan surat keterangan secara online
malalui aplikasi Eraterang. Namun masih terdapat beberapa masyarakat
belum mengetahui terkait informasi perubahan tersebut, hal ini dapat
mengakibatkan masyarakat menjadi takut terhadap implementasi
perubahan tersebut.

Penggunaan aplikasi Eraterang sangat mudah untuk digunakan
oleh masyarakat dalam pengajuan surat keterangan. Hal ini berkaitan
dengan semakin canggihnya teknologi dan modernisasi di beberapa
instansi pelayanan masyarakat. Bagi pengguna baru cukup mendaftarkan
akun menggunakan alamat email, sedangkan bagi pengguna aplikasi
yvang telah memiliki akun dapat langsung mengakses halaman aplikasi

Eraterang.
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Menurut beberapa masyarakat yang belum mengetahui
berubahan sistem pengurusan surat keterangan secara online merasa sulit
memahami penggunaan aplikasi karena sudah terbiasa secara manual dan
belum beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Namun beberapa
masyarakat yang telah mengetahui informasi perubahan ini
mengungkapkan bahwa dengan adanya aplikasi Eraterang dapat
memberikan pelayanan secara transparansi, kesamaan hak serta
terciptanya birokrasi adil. Informasi tentang prosedur pelayanan yang
meliputi persyaratan berkas, biaya dan waktu juga tersampaikan dengan
baik sehingga adanya transparansi dan minim pungli.

Hadirnya aplikasi Eraterang juga memiliki kekurangan dan
kelebihan, adapun yang menjadi kekurangan dari aplikasi Eraterang ini
yaitu kekurangan pada aplikasi Eraterang yang dirasakan langsung oleh
masyarakat sebagai pengguna aplikasi Eraterang yaitu jaringan internet
yang belum stabil serta pemahaman masyarakat terhadap penggunaan
aplikasi Eraterang yang masih minim. Sedangkan kelebihan dari aplikasi
Eraterang adalah pemohon surat keterangan tidak perlu antri terlalu lama
di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, seluruh kelengkapan berkas dapat
diakses dimana saja, efisiensi waktu dan proses pendaftaran serta
percepatan proses pembuatan dokumen surat keterangan.

Dari hasil wawancara yang telah dijabarkan diatas, dapat
disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor resistensi masyarakat dalam
penggunaan aplikasi (Eraterang) yaitu dimana masyarakat masih
memiliki rasa ketidaksukaan terhadap perubahan hal ini dikarenakan
masyarakat merasa nyaman terhadap sistem manual dan belum terbiasa
dengan sistem online. Masyarakat juga masih memiliki rasa kejutan dan
ketakutan yang tidak diketahui, hal ini ditandai dengan masih adanya
masyarakat yang belum mengetetahui informasi perubahan. Namun
muncul rasa percaya oleh masyarakat dikarenakan sistem pembayaran
biaya administrasi langsung disetor ke rekening BPN Gunungsitoli, hal
ini dapat menghindari pungli di lingkungan Pengadilan Negeri

Gunungsitoli. Faktor resistensi terakhir yang dapat diketahui yaitu
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persepsi selektif, dimana perubahan pada sistem pengurusan surat
keterangan melalui aplikasi Eraterang menyebabkan timbulnya
masyarakat yang menerima perubahan dan masyarakat yang tidak

menerima perubahan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis
Faktor-Faktor Resistensi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi
(Eraterang) Untuk Peningkatan Kualitas Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka berikut kesimpulan yang
telah dirangkum oleh peneliti:

1. Faktor-faktor resistensi masyarakat dalam penggunaan
Aplikasi Eraterang yaitu masih terdapat masyarakat yang
belum mengetahui perubahan penngurusan surat keterangan
melalui aplikasi Eraterang, adanya faktor ketidaksukaan
terhadap perubahan dan faktor kebiasaan. Dimana faktor ini
ditandai dengan penyataan bahwa dengan berubahan sistem ini
masyarakat merasa cukup merepotkan dalam menyesuaikan
diri dan sulit memahami penggunaan aplikasi Eraterang karena
sudah terbiasa secara manual dan belum beradaptasi terhadap
perubahan tersebut.

2. Sistem penggunaan aplikasi Eraterang yaitu pengguna baru
aplikasi Eraterang perlu melakukan pendaftaran akun terlebih
dahulu melalui alamat email yang telah terdaftar, bagi
masyarakat yang telah memiliki akun dapat langsung
mengakses halaman aplikasi Eraterang serta melengkapi
persyaratan kelengkapan berkas yang harus di upload pada
aplikasi Eraterang seperti SKCK dan KTP dalam bentuk PDF,
Foto pemohon serta melakukan pembayaran pengurusan
administrasi sebesar Rp.10.000 ke rekening BPN Gunungsitoli.

3. Kelebihan dari aplikasi Eraterang dalam mendukung

peningkatan kualitas pada pelayanan Terpadu Satu Pintu
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Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu pemohon surat
keterangan tidak perlu antri terlalu lama di Pengadilan Negeri
Gunungsitoli, seluruh kelengkapan berkas dapat diakses
dimana saja, efisiensi waktu dan proses pendaftaran serta
percepatan proses pembuatan dokumen surat keterangan.
Sedangkan kekurangan dari aplikasi Eraterang yaitu sebagai
pengguna aplikasi Eraterang yaitu jaringan internet yang
belum stabil serta pemahaman masyarakat terhadap

penggunaan aplikasi Eraterang yang masih minim.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti

memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi objek penelitian

sebagai berikut:

1.

Perlu adanya sosialisasi atau pemberitahuan ulang kepada
masyarakat terkait perubahan pengurusan surat keterangan
manual menjadi online yaitu dengan menggunakan aplikasi
Eraterang.

Pada Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu adanya
petugas khusus dalam mengarahkan pemohon atau masyarakat
yang belum mampu menggunakan aplikasi Eraterang.

Perlu adanya program-program peningkatan kerja sama dengan
instansi-instansi terkait peningkatan kualitas jaringan internet
khususnya di Kota Gunungsitoli dalam mendukung kelancaran

penggunaan aplikasi Eraterang.
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